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Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in the development of seaweed businesses in
Malambe Village, with an emphasis on coordination, facilitation, and community motivation. Although
many studies discuss coastal management, previous research has tended to focus on interventions by local
or central government, so that the strategic role of the village government as a local actor has received little
attention. The research method employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews,
field observations, and document analysis. The findings reveal that the village government acts as a program
coordinator, facilitator of production facilities, and motivator in feasibility studies for the business, althongh
its support remains limited to basic material assistance. The discussion of these findings underscores the
relevance of Collaborative Governance theory in the village context, where collaboration among local actors
is key to success. The novelty of this research lies in strengthening the perspective of collaborative governance
at the village level, as well as highlighting the gap that the technical facilitation dimension has not been
optimized in supporting the sustainability of coastal communities' seaweed businesses.
Keywords: Village Government; Seaweed; Community Participation.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan usaha
rumput laut di Desa Malambe, dengan menekankan koordinasi, fasilitasi, dan motivasi
masyarakat. Meskipun banyak studi membahas pengelolaan pesisir, penelitian sebelumnya
cenderung berfokus pada intervensi pemerintah daerah atau pusat, schingga peran
strategis pemerintah desa sebagai aktor lokal masih kurang mendapat perhatian. Metode
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam,
observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah desa berperan sebagai koordinator program, fasilitator sarana produksi, serta
motivator dalam studi kelayakan usaha, meskipun masih terbatas pada dukungan material
sederhana. Diskusi temuan ini menegaskan relevansi teori Collaborative Governance dalam
konteks desa, di mana kolaborasi antar-aktor lokal menjadi kunci keberhasilan. Nove/ty
penelitian ini terletak pada penguatan perspektif tata kelola kolaboratif di tingkat desa,
serta penegasan gap bahwa dimensi fasilitasi teknis belum optimal dalam mendukung
keberlanjutan usaha rumput laut masyarakat pesisir.
Kata Kunci : Pemerintah Desa; Rumput Laut; Partisipasi Masyarakat.
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PENDAHULUAN
Indonesia menempati posisi strategis sebagai produsen rumput laut terbesar dunia,

khususnya untuk spesies Kappaphyens dan Euchenma yang menjadi bahan baku karagenan'.
Komoditas ini tidak hanya bernilai ekonomi tinggi di sektor pangan, farmasi, dan kosmetik,
tetapi juga menjadi instrumen penting dalam agenda ekonomi biru nasional yang berkelanjutan®
Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara merata, terutama di
kawasan pesisir timur Indonesia’. Regulasi nasional seperti Peraturan Presiden No. 33 Tahun
2019 tentang Peta Jalan Rumput Laut Nasional telah menetapkan kerangka kebijakan lintas
sektor untuk pengembangan industti ini*, mulai dari manajemen pesisir hingga perdagangan dan
investasi’. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut kerap terhambat oleh lemahnya
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya kapasitas kelembagaan lokal®.
Di sisi lain, kebijakan intervensionis seperti larangan ekspor rumput laut mentah di Nusa
Tenggara Timur pada tahun 2022 membuktikan bahwa regulasi berbasis wilayah dapat
mendorong nilai tambah lokal, namun sekaligus menimbulkan risiko bagi petani kecil jika tidak
disertai dukungan kelembagaan yang memadai’.

Di tingkat komunitas, riset menunjukkan bahwa budidaya rumput laut di Indonesia
didominasi oleh petani skala kecil (swzallbolder) yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengakses
modal, teknologi pascapanen, dan pasar global®. Keberhasilan usaha rumput laut sangat
bergantung pada dukungan kelembagaan lokal: tanpa intervensi yang terstruktur dari

pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat industrialisasi
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rumput laut hanya akan menguntungkan pelaku besar dan meninggalkan petani kecil dalam
kerentanan struktural’. Penelitian tentang tata kelola petikanan partisipatif di Indonesia juga
menegaskan bahwa model co-management yang melibatkan komunitas secara aktif terbukti lebih
efektif dibanding pendekatan top-down dalam merespons kebutuhan lokal .

Kondisi ini sangat relevan di Desa Malambe, Kabupaten Gorontalo Utara, yang
memiliki garis pantai sepanjang 356 kilometer dan telah dikenal sebagai sentra rumput laut sejak
awal 1990-an "'. Fakta bahwa jumlah petani aktif merosot drastis dati 49 orang (2023) menjadi
hanya 3 orang (2025)"” mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola dan dukungan
kelembagaan desa”. Infrastruktur panen dan penyimpanan yang tidak memadai, ketiadaan
pelatihan pascapanen, serta minimnya akses pembiayaan menjadi hambatan struktural yang
berulang permasalahan yang juga ditemukan di kawasan pesisir lain di timur Indonesia'*. Studi-
studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek teknis budidaya, analisis rantai nilai komoditas,
atau kebijakan pemerintah pusat’” sementara kajian tentang peran struktural dan fungsional
pemerintah desa dalam mendorong pengembangan usaha rumput laut khususnya di kawasan

pesisir timur Indonesia masih sangat terbatas. Kesenjangan riset ini menjadi signifikan
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16

mengingat desentralisasi fiskal dan otonomi desa'® di Indonesia seharusnya menempatkan desa'’

sebagai motor utama pembangunan berbasis komunitas'®"

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara
mendalam bagaimana pemerintah Desa Malambe merespons tantangan pengembangan usaha
rumput laut baik melalui kebijakan, program, maupun praktik sosial-ekonomi. Tujuannya bukan
sekadar deskriptif, melainkan juga analitis-kritis: mengidentifikasi bentuk konkrit peran
pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator pembangunan, serta merumuskan

rekomendasi kebijakan lokal yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan

sosial-ekonomi masyarakat pesisit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, dimulai pada bulan Januari hingga Mei
2025, di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Lokasi
ini dipilih secara purposive berdasarkan identifikasi awal rendahnya keterlibatan struktural
pemerintah desa dalam pengembangan usaha rumput laut, yang telah berdampak pada
penurunan signifikan jumlah pembudidaya dalam tiga tahun terakhir. Pemilihan lokasi juga
mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi desa yang mayoritas penduduknya merupakan
nelayan dan petani rumput laut”. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif,
dengan paradigma konstruktivistik untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa
dalam mendukung pengembangan usaha rumput laut. Pendekatan ini dipilih agar mampu
menggali makna sosial dari perspektif pelaku, serta memahami hubungan dinamis antara
kebijakan desa dan praktik budidaya masyarakat secara kontekstual®.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah enam orang yang dipilih menggunakan

teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi tertentu, yaitu: (1) merupakan aktor kunci

16 Muhammad Syukri, “Neglecting the Poor and Marginalized: Participatory Village Governance in Indonesia’s
New  Developmentalist  State,”  Development — Policy ~ Review 42, no. 4  (2024): 12776,
https://doi.org/10.1111/dpr.12776.

17 Muhammad Syukri, “Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New
Participatory Village Governance,” Journal of Current Southeast Asian Affairs 42, no. 1 (2023): 110-33,
https://doi.otg/10.1177/18681034221149750.

18 Muhammad Syukri, “Indonesia’s New Developmental State: Interrogating Participatory Village Governance,”
Journal of Contemporary Asia 54, no. 1 (2024): 2-23, https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904.

19 Jasmin Anizah Latief dan Nurrohman Wijaya, “Exploring the Role of Local Government in Empowering Small-
Scale Fishing Communities in Northern Coastal Jakarta, Indonesia,” Maritime Studies 24, no. 3 (2025): 49,
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20 Muhibul Haq dan Naveed Yasin, “Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms,” Journal of
Practical S tudies in Education 6, no. 6 (2025): 15-29, https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144.

21 Dr Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan Re>D, 2013.
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dalam pengelolaan atau kebijakan desa terkait perikanan (Kepala Desa dan perangkat desa), (2)
aktif sebagai pembudidaya rumput laut minimal dua tahun terakhir, dan (3) bersedia
diwawancarai secara mendalam. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup individu yang tidak
bersedia berpartisipasi secara aktif atau telah berhenti total dari aktivitas budidaya selama lebih
dari satu tahun terakhir®. Informan terdiri dari satu kepala desa, dua perangkat desa bagian
pembangunan dan pemberdayaan, serta tiga petani rumput laut yang aktif menjalankan
usahanya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi metode, yaitu: (1) wawancara
mendalam semi-terstruktur, (2) observasi partisipatif terhadap praktik budidaya dan interaksi
antara petani dan pemerintah desa, serta (3) dokumentasi berupa berita acara musyawarah desa,
proposal kegiatan, laporan keuangan desa, dan foto-foto lapangan. Data sekunder diperoleh dari
laporan dinas perikanan, dokumen regulasi desa, serta publikasi ilmiah terkait pengembangan
usaha pesisit®. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan
Huberman® yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan menyaring data
yang relevan berdasarkan tema fokus: koordinasi program, fasilitasi, dan motivasi usaha.
Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik, yang kemudian
digunakan sebagai dasar untuk melakukan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan
dengan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali informasi inti kepada informan untuk
memastikan akurasi narasi dan interpretasi peneliti. Keabsahan (frustworthiness) data dijaga
melalui empat strategi utama. Pertama, credibility diperkuat melalui triangulasi sumber dan
metode, serta member checking. Kedua, transferability dijaga dengan mendeskripsikan konteks sosial
dan ekonomi desa secara rinci agar hasil dapat dipertimbangkan untuk situasi serupa di daerah
lain. Ketiga, dependability dicapai dengan pencatatan audit trail yang sistematis terhadap setiap
proses analisis, termasuk memo lapangan, catatan wawancara, dan proses pengambilan
keputusan analitis. Keempat, confirmability dijamin melalui dokumentasi analisis yang transparan,
pelibatan peer debriefing, serta keterbukaan terhadap kritik dan verifikasi dari pembimbing atau

mitra akademik.

22 John W. Creswell dan Timothy C. Guetterman, Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative
and Qunalitative Research, Seveth edition (Pearson Education, 2025).

23 Burke Johnson dan Larry B. Christensen, Educational research: guantitative, qualitative, and mixed approaches, Seventh
edition (SAGE, 2020).

24 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (sage, 1994).

162
Al-Mada: Vol 8 no 1 2025



Imran Opi, Ellys Rachman, Olgha S. Nanu

RESULTS AND DISCUSSION
Koordinasi Program Usaha

Koordinasi Program Usaha adalah proses sinergi antara pemerintah daerah (atau
lembaga terkait) dengan dunia usaha dalam pengelolaan program-program seperti
Corporate Social Responsibility (CSR) atau kegiatan lain yang melibatkan kerjasama. Hasil
wawancara yang dilakukan Peneliti dengan R.B selaku kepala desa Malambe mengemukakan:

..... , Program Usaha Rumput Laut Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan
Kabupaten Gorontalo Utara itu sangat penting, sebab pada tahun 2023 kami pemerintah
desa Malambe membantu masyarakat petani rumput laut dengan menggunakan dana desa
untuk kita belanjakan bahan utama untuk pengelolaan rumput laut berupa tali untuk
mereka pakai”. (R.B Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang di kemukakan R.B sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.] selaku

Sekertaris Desa:

“..,untuk usaha rumput laut itu sudah ada pada tahun 2020 sampai dengan saat ini,
pada tahun 2023 pemerintah desa melakukan pengadaan bahan untuk masyarakat yang
memiliki usaha rumput laut berupa tali untuk mereka gunakan saat melakukan
penggelolaan rumput laut. Kami pemerintah desa juga masih mengusahakan pemberian
bantuan bibit kepada masyarakat kami menunggu anggaran selanjutnya dari pemerintah
daerah”. (H.] Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh kedua informan di atas sejalan dengan apa yang di

kemukakan oleh Warga Y.A

“kami sebagai masyarakat yang berkerja sebagai pengelola rumput laut kami sering
berkordinasi dengan pihak pemerintah desa dalam hal ini kami sering melakukan
koordinasi mengenai program usaha kami untuk dikembangkan lebih lanjut, koordinasi
ini kami lakukan agar kami masyarakat paham akan kegunaan rumut laut untuk
mengembangan program usaha ini”. (Y.A Wawancara, 9 Mei 2025)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Malambe, Sekretaris Desa, dan warga
pengelola rumput laut, terlihat bahwa koordinasi program usaha rumput laut di desa ini berjalan
dengan dukungan nyata dari pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa.

Olehya, dapat di simpulkan bahwa koordinasi program usaha rumput laut di Desa
Malambe menunjukkan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan dukungan materi dan
komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat pengelola. Sinergi ini menjadi faktor penting
dalam mengoptimalkan pelaksanaan program usaha yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya koordinasi yang baik, program

usaha rumput laut dapat dikembangkan lebih efektif dan tepat sasaran.
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Fasilitator

Fasilitator dalam budidaya rumput laut adalah orang yang berperan penting dalam
membantu petani rumput laut dalam berbagai aspek budidaya, mulai dari persiapan lahan
hingga pasca panen. Mereka membantu petani untuk memahami teknik budidaya yang
baik, mengatasi masalah yang dihadapi, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas
hasil budidaya rumput laut. Hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan R.B selaku kepala
desa Malambe mengemukakan:

“...., Peran pemerintah desa dalam hal ini, kami sering turun secara langsung dan melihat
prose pengelolaan rumput laut. Kami pemerintah desa melihat masyarakat pengelola
rumput laut dari proses pemilihan bibit untuk mereka pakai pada saat mereka gunakan.
Untuk fasilitator disini kami pemerintah desa hanya memberikan bantuan berupa tali

untuk mereka gunakan pada saat mengingat rumput laut tersebut”. (R.B Wawancara, 8
Mei 2025)

Apa yang di kemukakan R.B sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.] selaku

Sekertaris Desa:

“..., Untuk fasilitas pada pengelolaan rumput laut kami pemerintah desa hanya menunggu
bantuan dari pemerintah kabupaten untuk di berikan kepada mereka yang memiliki usaha
rumput laut tersebut. Jadi untuk kami pemerintah untuk memberikan fasilitas secara
scknifikan itu tidak ada, karena pelaku usaha rumput laut itu hanya bersifat individu”
(H.J Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh kedua informan di atas sejalan dengan apa yang di

kemukakan oleh aparat desa E.S

......... , Untuk fasilitator menurut saya sebagai kepada dusun itu masih kurang karena
belum ada seseorang ditunjuk untuk memberikan pentujuk bagaimana cara-cara mengelola
rumput laut secara baik. Jadi untuk kami pemerintah desa masih merasa kurang dengan
fasilitas yang kami berikan kepada mereka yang menggelola rumput laut tersebut. Tetapi
kami pemerintah hanya berikan fasilitas berupa tali yang digunakan saat mengikat rumpu
laut”. (E.S Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh ketiga informan di atas sejalan dengan apa yang di
kemukakan oleh warga N.O

...... , Untuk fasilitas yang kami terima sebagai pengelola rumput laut kami hanya merima
tali yang berikan oleh pemerintah desa, akan tetapi kami juga sangat bersyukur dengan
bantuan yang apa diberikan oleh Pemerintah Desa buat kami masyarakat yang memiliki
usaha rumput laut ini. Kami tidak pernah menuntut untuk diberikan fasilitas yang terbaik
kami hanya bisa menerima apa yang mereka berikan”. (N.O Wawancara, 9 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat dusun, dan
warga pengelola rumput laut, peran fasilitator dalam budidaya rumput laut di Desa Malambe
masih sangat terbatas. Pemerintah desa hanya mampu memberikan dukungan berupa bantuan

tali untuk pengelolaan rumput laut, sedangkan fasilitas dan pendampingan teknis secara

164
Al-Mada: Vol 8 no 1 2025



Imran Opi, Ellys Rachman, Olgha S. Nanu

langsung masih kurang dan belum ada petugas khusus yang ditunjuk sebagai fasilitator. Bantuan
yang diharapkan seperti alat atau pelatthan lebih lanjut masih bergantung pada bantuan dari
pemerintah kabupaten. Meski demikian, masyarakat pengelola rumput laut tetap mengapresiasi
bantuan tali yang diberikan, walaupun mereka menyadari fasilitas tersebut belum optimal dan

tidak menuntut lebih dari apa yang diterima.

Motivasi Kelayakan Usaha

Motivasi dalam konteks kelayakan usaha (atau studi kelayakan bisnis) merujuk pada
dorongan atau alasan yang kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan analisis kelayakan
terhadap suatu ide atau rencana bisnis. Motivasi ini bisa beragam, mulai dari keinginan untuk
meraih profit, mengurangi risiko, hingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
Hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan R.B selaku kepala desa Malambe
mengemukakan:

“..., Untuk motivasi kelayakan usaha itu sudah ada sejak awal tetapi yang dinamakan
untuk motivasi itu pasti ada penopang bantuan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah
provinsi untuk mereka jadikan usaha bersama, tetapi saat ini untuk motivasi kelayakan
usaha Kami pemerintah desa selalu melakukan motivasi kepada mereka penggelola usaha
rumpu laut untuk lebih meningkatkan usaha mereka agar semua orang tahu usaha rumput
laut ini berjalan sesuai apa yang masyarakat inginkan”. (R.B Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang di kemukakan R.B sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.] selaku
Sekertaris Desa:

..... , Untuk motivasi kelayakan usaha itu dikembalikan kepada masing-masing masyarakat
untuk mereka kembangkan secara bersama-sama. Ada juga kelompok usaha yang putus
asa dalam usaha pengembangan usaha rumput laut, itu tergantung dari masyarakat untuk
berkelompok atau tidak”. (H.] Wawancara, 8§ Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh kedua informan di atas sejalan dengan apa yang di
kemukakan oleh aparat desa E.S

..... , Untuk motivasi kelayakan usaha dalam mendukung pengembangan usaha rumput laut
Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan itu sudah memberikan motivasi kepada
mereka yang sebagian yang memiliki usaha rumput laut, untuk itu kami pemerintah desa selalu
memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan usaha mereka ke tingkat
provinsi agar mereka lebih mengembangkan usaha rumput laut mereka”. (ES Wawancara, 8
Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh ketiga informan di atas sejalan dengan apa yang di

kemukakan oleh warga O.1

“Kami sebagai masyarakat berterima kasih kepada pemerintah desa yang selalu meberikan
motivasi kepada kami pelaku usah rumput laut. Kami masyarakat selalu memberikan yang
terbaik untuk pemerintah desa dalam usaha yang kami jalankan saat ini ”. (O. 1 Wawancara,
10 Mei 2025)
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Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat dusun, dan warga
Desa Malambe, tampak bahwa motivasi dalam kelayakan usaha budidaya rumput laut telah
menjadi bagian dari perhatian pemerintah desa. Pemerintah desa secara aktif memberikan
dorongan dan semangat kepada para pelaku usaha agar tetap konsisten dan terus
mengembangkan kegiatan budidaya rumput laut. Namun, motivasi ini tidak hanya bersifat
internal dari masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan dukungan eksternal
seperti bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Sebagian warga dan kelompok
usaha bahkan mengalami penurunan semangat karena keterbatasan dukungan, namun secara
umum, masyarakat tetap mengapresiasi motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa dan
merasa termotivasi untuk meningkatkan skala dan kualitas usaha mereka.
Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang di atas maka peneliti mencoba melakukan analisis
data secara tematik yang akan di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Analisis Data

Koordinasi e Kepala Desa: dana e  Dukungan e DPola Koordinasi berjalan
Program desa untuk beli tali; pemerintah koordinasi: cukup efektif, ditandai
Usaha e Sekretaris Desa: desa berupa Desa dukungan material &
bantuan sejak 2020, bantuan masyarakat; komunikasi. Namun,
bibit menunggu maten‘al; . komunikasi masih tetgantung
kabupaten; e koordinasi dua arah; ;
L . anggaran pemerintah
e  Warga: koordinasi berjalan e  ketergantungan 4 b
dengan desa sejak 2020, pada acrah.
penting e  komunikasi kabupaten
aktif desa— untuk
masyarakat tambahan
bantuan
Fasilitator e Kepala Desa: hanya e Fasilitasi e  Fasilitasi Peran fasilitator belum
memberi tali masih terbatas tali; optimal, lebih bersifat
(barang); matetial, e  ketergantungan administratif daripada
e Sekretaris Desa: belum pada level pendampingan teknis.
menungsu tekfllS; kabupaten; Masyarakat apresiatif
kabupaten; ° ket.l gdaan ¢ &p dalarr} tapi menyadari
e Aparat Dusun: fasilitator pendampingan
belum ada fasilitator khusus; teknis keterbatasan.
khusus; e  masyarakat
e Warga: syukur menerima
walau hanya dapat dengan
tali keterbatasan
Motivasi e Kepala Desa: o  Motivasi e  Motivasi Motivasi masyarakat
Kelayakan motivasi perlu dipengaruhi kombinasi relatif terjaga, tapi
Usaha bantuan faktor eksternal dan keberlanjutan sangat
kabupaten/provinsi; eksternal internal; dipengaruhi bantuan
. Sekr.etar.is Desa: (dukut}gan ®  sebagian warga  .icternal. Ada potensi
motivasi pemermtah) putus asa;

dan internal
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dikembalikan ke (inisiatif e ada aspirasi ekspansi jika dukungan
masyarakat; masyarakat); naik skala konsisten.
e Aparat Dusun: ®  variasi usaha
dorongan untuk motivasi
skala provinsi; antar warga

e Warga: berterima
kasih pada
dukungan desa

Sumber: Penelits, 2025

Hasil analisis data menunjukkan bahwa koordinasi program usaha rumput laut di Desa
Malambe sudah berjalan cukup baik. Pemerintah desa berperan aktif memberikan dukungan
berupa bantuan material seperti tali, serta menjaga komunikasi dengan masyarakat. Meski
demikian, ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah kabupaten masih tinggi.

Pada aspek fasilitator, peran yang dijalankan masih terbatas. Pemerintah desa hanya
mampu memberikan bantuan sederhana tanpa pendampingan teknis, dan belum ada fasilitator
khusus yang ditugaskan. Kondisi ini membuat peningkatan kapasitas masyarakat dalam
budidaya rumput laut masih kurang optimal, walaupun masyarakat tetap bersyukur atas bantuan
yang diterima. Sementara itu, motivasi kelayakan usaha terlihat cukup terjaga berkat dorongan
moral pemerintah desa, namun keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal.
Sebagian masyarakat tetap bersemangat, tetapi ada pula yang mulai kehilangan motivasi karena
keterbatasan fasilitas dan bantuan. Secara umum, motivasi internal masyarakat perlu diperkuat
dengan dukungan eksternal yang lebih konsisten.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha rumput laut di Desa
Malambe ditentukan oleh sinergi tiga faktor utama: koordinasi yang baik, fasilitator yang
memadai, serta motivasi masyarakat yang didukung oleh kebijakan dan bantuan dari pemerintah

di tingkat lebih tinggi.

Pembahasan
Koordinasi Program Usaha

Koordinasi merupakan fondasi dalam pengelolaan program pembangunan desa. Di
Desa Malambe, pemerintah desa menjalankan fungsi koordinatif dengan mengintegrasikan
kepentingan masyarakat dan sumber daya lokal dalam pengembangan usaha rumput laut.
Melalui penggunaan dana desa, perangkat desa menyediakan kebutuhan dasar seperti tali
budidaya, yang kemudian didistribusikan secara langsung kepada petani. Langkah ini

menunjukkan bentuk nyata sinergi antara kebijakan desa dan kebutuhan warga. Fenomena ini
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dapat dijelaskan melalui perspektif Collaborative Governance”, yang menekankan pentingnya
interaksi, kepercayaan, dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam
menyelesaikan persoalan publik®. Sejalan dengan temuan penelitian di wilayah pesisir Sulawesi
Selatan, keberhasilan usaha perikanan dan rumput laut sangat bergantung pada intensitas
komunikasi dan kefrjasama antar-aktor lokal”. Olehnya, koordinasi yang berjalan di Desa
Malambe mencerminkan praktik kolaboratif yang menghindari tumpang tindih program
sekaligus memperkuat efektivitas pembangunan desa berbasis potensi kelautan.
Peran Fasilitator

Dalam kerangka Collaborative Governance, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai
pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan masyarakat.
Fasilitasi di Desa Malambe masih terbatas pada pemberian dukungan material sederhana, tanpa
pendampingan teknis yang intensif. Ketiadaan fasilitator khusus menyebabkan proses transfer
pengetahuan budidaya rumput laut belum berjalan maksimal. Kondisi ini senada dengan studi
yang menyoroti peran pemerintah desa sebagai mediator dalam pembangunan ekonomi
masyarakat pesisir. Fasilitasi yang kuat tidak hanya berupa penyediaan sarana®, tetapi juga
pendampingan dalam bentuk pelatihan, akses pasar, dan pembinaan teknis”. Minimnya
fasilitator teknis di Desa Malambe mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam memperkuat

kapasitas lokal, sehingga kolaborasi tidak berhenti pada distribusi material semata, tetapi

berlanjut pada pengembangan kompetensi masyarakat.

Motivasi Kelayakan Usaha

Motivasi dalam kelayakan usaha rumput laut di Desa Malambe juga dapat dipahami
melalui kerangka Collaborative Governance. Pemerintah desa berperan sebagai pemberi stimulus
moral dan penggerak partisipasi masyarakat dalam usaha produktif. Dukungan berupa dorongan
untuk tetap konsisten dan keyakinan bahwa usaha rumput laut dapat berkembang menjadi

modal penting dalam menjaga semangat warga. Namun demikian, motivasi masyarakat masih

2 Chris Ansell, Collaborative Governance (Oxford University Press, 2012),
https://doi.org/10.1093/ oxfordhb/9780199560530.013.0035.

26 Christopher Ansell dkk., “Understanding Inclusion in Collaborative Governance: A Mixed Methods Approach,”
Policy and Society 39, no. 4 (2020): 570-91, https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726.

27 Agnes Sunartiningsih dan Zita Wahyu Larasati, “Inisiatif dari pesisit utara Jawa: Merangkul kearifan lokal dan
kerjasama antar aktor berkepentingan dalam pemberdayaan masyarakat pesisit,” Gulawentah: Jurnal Studi Sosial 5,
no. 1 (2020): 28-39.

28 Tabrani dkk., “Analysis of Seaweed Agroindustry Management in Indonesia.”

2 Wilda Fatmala dkk., “Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Budidaya Rumput Laut sebagai Sumber
Pendapatan Masyarakat,” Jurmal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entreprenenrship 12, no. 2 (2023): 471,
https://doi.otg/10.30588 /jmp.v12i2.1099.
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sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal seperti bantuan dari pemerintah kabupaten dan
provinsi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat pesisir mampu meningkatkan motivasi berusaha melalui penciptaan
rasa memiliki dan dukungan kebijakan yang berpihak™. Motivasi yang terjaga berkat kolaborasi
lintas aktor tidak hanya meningkatkan keberanian masyarakat dalam berusaha, tetapi juga
memperkuat legitimasi usaha mereka di mata pihak eksternal seperti lembaga keuangan dan

calon investot.

CONCLUSION

Pertama, Refleksi Teoritis dan Implikasi Praktis: Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori
Collaborative Governance relevan dalam menjelaskan peran pemerintah desa sebagai koordinator,
fasilitator, dan motivator dalam pengembangan usaha rumput laut di Desa Malambe. Dari sisi
praktis, kolaborasi yang terbangun telah menciptakan sinergi awal antara pemerintah desa dan
masyarakat dalam mendorong keberlanjutan usaha. Implikasi praktisnya adalah perlunya
penguatan kapasitas desa sebagai pusat koordinasi, penyedia fasilitasi teknis, dan penggerak
motivasi, agar usaha rumput laut tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara
berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kedna, Keterbatasan Studi: Penelitian ini masih terbatas pada lingkup Desa Malambe,
sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh desa pesisir dengan karakteristik
sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Selain itu, data yang digunakan lebih banyak
bersumber pada wawancara dan observasi lapangan, sehingga perspektif dari aktor eksternal
seperti pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pihak swasta masih belum sepenuhnya tergali.

Ketiga, Agenda Penelitian Lanjutan: Studi berikutnya dapat diarahkan pada analisis
komparatif antara beberapa desa pesisir untuk melihat variasi praktik Collaborative Governance
dalam sektor rumput laut. Penelitian lanjutan juga perlu memperluas fokus pada keterlibatan
aktor non-pemerintah, seperti koperasi nelayan, lembaga keuangan mikro, dan sektor swasta,
agar diperoleh gambaran lebih utuh mengenai jejaring kolaborasi. Selain itu, pendekatan
kuantitatif dengan mengukur dampak ckonomi dari intervensi pemerintah desa terhadap

kesejahteraan masyarakat juga dapat memperkuat hasil penelitian ini.

30 Shashi Motilal dkk., “Care, Community, Compassion and Virtue: Decolonizing Our Moral Landscape,” dalam
The Ethics of Governance: Moral Limits of Policy Decisions, ed. oleh Shashi Motilal dkk. (Springer, 2021),
https://doi.otg/10.1007/978-981-16-4043-8_7.
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